





1.1 Latar Belakang Masalah 
     Dengan lahirnya peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 
2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemendagri Nomor 17 
Tahun 2007 yang mempertanggungjawabkan keuangan daerah tidak tertib. 
Pembukuan, Pelaporan, dan Pertanggung jawaban belum memadai, antara lain 
transaksi keuangan daerah belum seluruhnya dicatat dalam pelaporan keuangan,  
proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan , dan penyusunan laporan keuangan 
pemerintah daerah yang belum seluruhnya mengacu pada Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) .  
     Laporan Keuangan  merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap 
pengelolaan keuangannya, sebagaimana dijelaskan terkait dengan tugas untuk 
menegakan Akuntabilitas khususnya Pemerintah Daerah bertanggunggjawab untuk 
mempublikasikan Laporan Keuangan kepada pemegang kepentingannya dan 
masyarakat luas selaku pemberi mandat kepada  kinerja Pemerintah. 
     Pelaporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi 
keuangan , realisasi anggaran, saldo anggaran lebih , arus kas, hasil operasi , dan 
perubahan ekuitas suatu entitas suatu laporan yang bermanfaat bagi para pengguna 




     Laporan Keuangan Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal 
(eksternal akuntability), yaitu pertanggungjawaban kepala Daerah kepada 
masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang 
berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan 
ekonomi, sosial, dan politik karena Laporan Keuangan tersebut digunakan sebagai 
dasar pengambilan keputusan, maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut 
harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Selain itu Laporan 
Keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai 
mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan 
(Mahmudi,2010:3). Kualitas Laporan Keuangan dimaksudkan dapat meningkatkan 
kredibilitasnya dan dapat mewujudkan transparansi akuntabilitas pengelolaan 
keuangan Pemerintahan Daerah.  
 Dalam PSAP (2010) tujuan pelaporan keuangan  pemerintah seharusnya 
menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai 
akuntabilitas dan membuat keputusan ekonom, social maupun politik dengan ; (a) 
menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya 
keuangan; (b) menyediakan informasi mengenai kecakupan penerimaan periode 
berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; (c) menyediakan informasi mengenai 
jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta 
hasil- hasil yang telah dicapai; (d) menyediakan informasi mengenai bagaimana 




e) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan 
berkaitan dengan sumber- sumber penerimaannya ,baik jangka pendek maupun 
jangka panjang , termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; (f) 
menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, 
apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan 
selama periode pelaporan.  
     Dengan demikian sejauh mana tingkat pengungkapan Laporan Keuangan melalui 
Akuntabilias pemerintah daerah menjadi hal yang sangat penting bagi 
keberlangsungan kinerja pegawai dalam suatu instansi Pemerintah tentunya di Dinas 
Pendidikan Kabupaten Bandung . Pengelolaan Pemerintah Daerah terutama dalam 
pelaporan keuangan harus akuntabel dan diawasi (checks and balances) untuk 
memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai 
peraturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah 
(SAP).    Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas , juga tidak bisa lepas 
dari anggaran pemerintah daerah , pemerintah dalam usaha lingkup anggaran pun 
menjadi relevan dan penting dilingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan 
dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah daerah ini, sehubungan dengan 
fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah 
satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Pada konteks 
pemerintah daerah , sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Strategik Daerah dan 




memudahkan individu untuk menyusun target – target anggaran . akan menjadikan 
anggaran yang telah direncanakan menjadi tepat sasaran. Sehingga setiap tahunnya 
tidak ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang disebabkan oleh tidak 
tercapainya program yang direncanakan oleh pemerintah. 
 Kamus besar Akuntansi (2000:7) mendefinisikan akuntabilitas sebagai 
tanggung jawab individu atau bagian/departemen terhadap kinerja suatu fungsi 
tertentu. Akuntabilitas bisa ditetapkan atau diformulasikan aturan hokum atau 
perjanjian tertentu. , mardiasmo (2000) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas dapat 
dipandang dari berbagai perspsektif, dari perspektif akuntansi , American Accounting 
Association menyatakan akuntabilitas suatu entitas pemerintah dapat dibagi dalam 
empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap : 
1) Sumber daya finansial 
2) Kepatuhan terhadap hukum dan kebijaksanaan administrative  
3) Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan 
4) Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian 
tujuan , manfaat dan efektivitas. 
 Menurut LAN RI   (Laporan Administrasi Negara Republik Indonesia) dan 
BPKP (2001:29) menjelaskan bahwa Akuntabilitas Pemerintah daerah terdiri dari  
1) Akuntabilitas keuangan 
        Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung- jawaban mengenai integritas 




pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan 
perundang- undangan yang berlaku yang mencangkup penerimaan, penyimpangan, 
dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. 
2)  Akuntabilitas Manfaat  
        Akuntabilitas manfaat (efektivitas ) pada dasarnya memberi perhatian kepada 
hasil dari kegiatan pemerintah. Dalam hal ini, semua aparat pemerintah dipandang 
berkemampuan melakukan pencapaian tujuan (dengan memperhatikan biaya dan 
manfaatnya) dan tidak sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan hierarki atau prosedur. 
      3)   Akuntabilitas Prosedural  
       Akuntabilitas Prosedural merupakan pertanggung jawaban mengenai apakah 
suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan 
masalah moralitas , etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis 
untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan .  
 
 Berdasarkan Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung pada Laporan 












Laporan Realisasi Anggaran 
Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung 
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Sumber Data : LRA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2017                   
Dari data tabel 1.2 Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember tahun 2015 dan  
tahun 2016 jika dilihat dari Anggaran Belanja dimana pada Tahun 2015 Rp. 
1.958.113.384.080,00 dan mengalami penurunan pada Tahun 2016 Rp. 
1.904.077.531.428,00 dimana pada anggaran ini mengalami penurunan pada pusat 
dinas Provinsi mengalami adanya keterlambatan anggaran kepada Dinas Pendidikan 
sehingga terjadi penurunan pada Anggaran Belanja. 
 
Tabel 1.2 
Pencapaian Target Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten 
Bandung Tahun 2015-2016 
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      13,91% - 
  Sumber Data : Laporan Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah pada Tahun 
2014-2016  
Pada pencapaian target pada akuntabilitas Dinas Kabupaten Bandung masih 
sangat minim karena dari Tahun 2016 banyak yang tidak tercapai targetnya karena 
Anggaran Sma dipindahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi . 
Pada Program wajib Sembilan Tahun di APM SD dan sederajat pada tahun 
2015 yaitu 99,67 sedangkan pada Tahun 2016 hanya 94,73 terjadinya penurunan 




Barat , sehingga daya serap anggaran mendekati akhir tahun anggaran. 
. Peneliti tertarik dan terdorong untuk meneliti lebih lanjut tentang pentingnya 
Laporan keuangan yang  berdampak pada Akuntabilitas Kinerja. Hasil ini peneliti 
tuangkan dalam sebuah skripsi berjudul : “ Pengaruh Laporan Keuangan 
Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung 
Tahun  2014-2016” 
1.2 Identifikasi Masalah 
1. Pada  LRA  Tahun 2015-2016 mengalami penurunan dimana pada Anggaran 
Belanja adanya keterlambatan anggaran. 
2. adanya keterlambatan anggaran dari pusat provinsi sehingga adanya keterlambatan 
anggaran pada akhir tahunnya. 
3. Salah satu tingkat pencapaian indikator Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten 
bandung dari tahun 2016 dari program sekolah menengah keatas  dipindahkan ke 
provinsi sehingga tidak ada pencapaian target di tahun 2016 
1.3 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaruh Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja pada 




2. Seberapa besar Pengaruh Laporan keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja pada 
Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung ? 
1.4 Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui Pengaruh Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja 
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung 
2. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas 
Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung 
1.5 Kegunaan Peneliti  
Peneliti ini diharapakan sebagai usaha untuk menambah pengetahuan, 
wawasan serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai Administrasi Publik  
a. Kegunaan Teoretis: 
1) Bagi Peneliti 
Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan  agar terdapat kesesuaian antara 
teori dan praktek. 
2) Bagi Instansi 
Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung 
pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas dalam ilmu 
pengetahuan khususnya di bidang Keuangan Mengenai Pengaruh Laporan 





3) Bagi pihak lainnya 
Dapat menjadi acuan dan pembelajaran serta referensi bagi penulis lainnya 
yang akan melakukan penelitian dengan judul atau materi yang sama. 
b. Kegunaan Praktis 
Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah: 
1) Bagi Peneliti 
Untuk meningkatkan kemampuan berifikir, dan menambah wawasan 
khususnya yang berkaitan dengan Laporan Keuangan dan Akuntabilitas 
Kinerja 
2) Bagi Instansi 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Pendidikan 
Kabupaten Bandung, mengenai pengaruh neraca (balance sheet), Laporan 
arus kas ( cash flow statement), laporan catatan atas laporan keuangan (notes 
of financial statemen) terhadap akuntabilitas Kinerja.  
3 ) Untuk Peneliti Lain 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain untuk 
menambah wawasan pengtahuan dan pengalaman yang berharga dalam 
menganalisis suatu fenomena administrasi Publik khusunya dalam laporan 
keuangan dan membandingkan dengan teori-teori yang diperoleh sebelumnya  
dan diharapkan dapat dijadikan acuan untuk studi-studi lanjutan dalam 




1.6 Kerangka Pemikiran  
Istilah Laporan Keuangan dalam pengertian yang sederhana, laporan 
keuangan adalah laporan yang menunjukan kondisi keuangan perusahaan pada 
saat atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir,2013: 7).   
“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 
dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang 
dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.”  
Undang-Undang No.17 Tahun 2003  (dalam Sumarsono Sonny, 2010:35) 
Dengan demikian Peneliti berpendapat bahwa Laporan Keuangan adalah salah 
satu alat untuk memenuhi kebutuhan untuk Pemerintah (agent) dan untuk masyarakat 
(Principal) yang harus dibuat secara terus menerus (berkala), sehingga hasil dari 
laporan keuangan tersebut berguna untuk semua lapisan masyarakat dalam menilai 
sebagai tolak ukur dari terrealisasinya laporan keuangan tersebut. 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti 
akan mengambil tiga dimensi yang berkaitan dengan laporan keuangan, yaitu :  
1. Neraca (balance sheet), untuk mengukur keseimbangan ini didesain untuk 
mengetahui sejauh mana likuiditas dari laporan keuangan yang telah dibuat. 
2. Laporan Arus Kas (cash flow statement), untuk mengetahui seberapa banyak 
aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang berdasarkan konsep kas 
selama periode laporan keuangan disajikan. 
3. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan, untuk mengetahui informasi yang 




komponen atau nilai dalam laporan keuangan tertentu yang perlu penjelasan 
terlebih dahulu (Kasmiri, 2013: 28) 
Mengenai Akuntabilitas Kinerja ada 4 dimensi (Mardiasmo :2002) , yaitu : 
1. Akuntabilitas Hukum dan peraturan (accountability for probity and 
legality)  
Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap 
hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi , sedangkan 
akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan 
jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya 
supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas menjamin adanya praktik 
organisasi yang sehat. 
2. Akuntabiltas proses (process accountability) 
Akuntabilitas proses prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas 
apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui 
pemberian pelayanan public yang cepat, responsive , dan murah biaya. 
3. Akuntabilitas program 
Akuntabilitas program juga berarti bahwa program organisasi hendaknya 
merupakan program yang bermutu dan mendukung dan mendukung strategi 
dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Lembaga public harus 
mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada 




yang membuat serta menjalankan kebijakan tersebut dituntut untuk bisa 
mencapai visi misi yang menjadi tujuan organisasi.  
4. Akuntabilitas Kebijakan  
Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan 
kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa 
depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan 


















Berdasarkan kerangka berfikir tersebut maka penulis dapat menggambarkan 
model kerangka pemikiran sebagai berikut : 
 
Gambar 1 
 Kerangka Penelitian Pemikiran  
Laporan Keuangan                                                     Akuntabilitas Kinerja  
Variabel X                                                                  Variabel Y 
Dimensi :                                                                    Dimensi :  
1. Neraca                                                                    1. Akuntabilitas Proses 
2. Laporan Arus Kas                                                  2. Akuntabilitas Program                     
3. Laporan Catatan Atas Laporan                              3. Akuntabilitas Kebijakan 
    Keuangan  
Sumber : Mahmudi 2016 : 67                                    Sumber : Mardiasmo 2002 :49 
 
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik dan terdorong untuk 
meneliti lebih lanjut tentang pentingnya Laporan Keuangan pada Akuntabilitas 
Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. 
 
1.7 Hipotesis 
       Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 




pertanyaan (Sugiyono,2013: 70). Bentuk hipotesis yang akan diajukan oleh peneliti 
dalam penelitian ini adalah hipotesis assosiatif. Hipotesis asosiatif merupakan  
jawaban sementara terhadap rumusan masalah assosiatif, yaitu yang menanyakan 
hubungan antara dua variable atau lebih (Sugiyono,2013: 71) 
Adapun hipotesis statistiknya sebagai berikut: 
Ho: ρ = 0, 0 berarti tidak ada hubungan. 
Ha: ρ ≠ 0, “tidak sama dengan nol” berarti lebih besar atau kurang (-) dari nol berarti 
ada hubungan, 
ρ = nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan. 
Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah : 
Ho: ρ = 0, “Tidak ada pengaruh antara Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas 
Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung”. 
Ha: ρ ≠ 0, “Ada pengaruh antara antara Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas 
Kinerja  pada  Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung “ . 
       Sehubungan dengan judul penelitian peneliti yaitu “Pengaruh Laporan Keuangan 
Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Kabupaten Bandung”, hipotesis yang 
digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen. Hipotesis nol (Ho) yang ditetapkan 




dependen. Sedangkan hipotesis alternatif (Ha) menunjukan adanya pengaruh antara 
variabel independen dengan variabel dependen. 
 
